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Pekerja Bergaji Rp 12 Juta
Diusulkan Dapat FLPP

PELANGGARAN ETIKA PIMPINAN KPK

Polda Tunda Pemeriksaan Alex Marwata

JAKARTA (KR) - Menteri Pekerjaan

Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)

Basuki Hadimuljono mengatakan, usulan

untuk mengubah batas maksimal penda-

patan penerima Fasilitas Likuiditas Pem-

biayaan Perumahan (FLPP) menjadi Rp

12 juta perbulan dari sebelumnya Rp 8 ju-

ta perbulan merupakan hal bagus, namun

itu bergantung pada keputusan pemerin-

tahan selanjutnya.

”Langkah yang bagus, sudah lama sebe-

tulnya usulan itu, sekarang kan cuma Rp

8 juta, dulu Rp 4 juta-Rp 5 juta, naik ke Rp

8 juta, sekarang ke Rp 12 juta. Karena

yang di atas Rp 8 juta juga perlu FLPP,”

kata Basuki di Kementerian PUPR di Ja-

karta, Kamis (10/10).

Selain pelonggaran batas maksimum

pendapatan penerima subsidi, terdapat ju-

ga usulan yang mengemuka di pelaku in-

dustri properti bahwa tenor kredit FLPP

dapat diperpanjang hingga 30-40 tahun.

Basuki juga merespons positif hal itu

karena dapat meringankan beban cicilan

bagi pembeli rumah.

”Karena kalau dulu misal sekarang

angsur Rp 2 juta, 20 tahun lagi Rp 2 juta

kan kecil. Jadi relatif banget. Bisa saja ka-

lau itu kebijakannya ditetapkan Pemerin-

tah bisa saja,” katanya.

Dalam aturan pembiayaan perumahan

rakyat yang saat ini berlaku dalam

Keputusan Menteri PUPR No 242/KPTS/

M/2020 dijelaskan, syarat untuk meneri-

ma fasilitas pembiayaan perumahan

FLPP di antaranya memiliki penghasilan

di bawah Rp 8 juta. Sementara bunga

FLPP yakni 5 persen untuk tenor sampai

dengan 20 tahun.

Dalam regulasi itu, maksimal pengha-

silan penerima subsidi dipatok Rp 8 juta

untuk KPR Sejahtera Tapak dan KPR

Sejahtera Susun. Ketentuan itu berlaku

baik konvensional maupun syariah.

Sedangkan dalam aturan lama untuk

KPR Sejahtera Tapak hanya Rp 4 juta dan

Rumah Sejahtera Susun sebesar Rp 7 juta.

Kepmen baru ini juga mencabut Kepmen

Nomor 535/KPTS/M/2019 tentang Batasan

Harga Jual Rumah Sejahtera Tapak yang

Diperoleh Melalui Kredit Pembiayaan

Pemilikan Rumah Bersubsidi. (Ant/San)-f

JAKARTA (KR) -  Pemeriksaan terha-

dap Wakil Ketua Komisi Pemberantasan

Korupsi (KPK) Alexander Marwata terkait

kasus pelanggaran etika yang semula di-

jadwalkan Jumat (11/10) ditunda menjadi

Selasa (15/10). Penundaan jadwal klari-

fikasi atau permintaan keterangan terha-

dap Alexander Marwata, dikarenakan se-

dang dalam perjalanan dinas luar.

”Mohon agar dijadwalkan kembali un-

tuk klarifikasinya pada Selasa (15/10),” ka-

ta Direktur Reserse Kriminal Khusus

Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Safri

Simanjuntak dalam keterangan tertulis

yang diterima di Jakarta, Kamis (10/10).

Ade Safri menjelaskan, penundaan ter-

sebut disampaikan melalui surat dari KPK

RI yang ditandatangani oleh Iskandar

Marwanto selaku Plh Kepala Biro Hukum

KPK RI perihal konfirmasi terhadap surat

undangan klarifikasi. 

”Dimana sore ini penyelidik Subdit

Tipidkor Ditreskrimsus Polda Metro Jaya

telah menerima surat dari KPK RI perihal

konfirmasi terhadap surat undangan klari-

fikasi,” katanya.

Sebelumnya, Direktorat Reserse Krimi-

nal Khusus Polda Metro Jaya semula

mengagendakan pemanggilan Wakil Ke-

tua KPK Alexander Marwata pada Jumat

(11/10) menyangkut pertemuannya de-

ngan mantan Kepala Bea Cukai Yogya-

karta Eko Darmanto. 

”Dijadwalkan pada Jumat (11/10) pukul

09.00 WIB di ruang pemeriksaan Ditres-

krimsus Polda Metro Jaya (lantai 1 gedung

Ditreskrimsus Polda Metro Jaya), ” kata

Ade Safri Simanjuntak.

Sementara itu Direktorat Reserse Kri-

minal Khusus Polda Metro Jaya juga me-

nyebutkan sudah memeriksa sebanyak 23

saksi terkait pelanggaran kode etik Wakil

Ketua KPK Alex Marwata yang melaku-

kan pertemuan dengan mantan Kepala

Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto.

(Ant/Has)-d


